PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

p’ Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) No. Tlp (0254) 7824688

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

BANTEN
NOMOR : 800/624.2 -DP3AKKB/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PPID PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKKB)
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : |a. | bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan layanan
informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
perlu dipersiapkan Pejabat Pembantu yang mengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga
b. | Berencana Provinsi Banten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Mengingat :| 1. | Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4010);

2. | Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843);

3. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);




Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5925);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251);

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017);

Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten,

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Tim PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten Tahun 2022 dengan susunan anggota
sebagaimana terlampir.

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Pertama mempunyai
tugas :

a. Tugas PPID Pembantu:

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya

2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;

3. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan
Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi danDokumentasi bagi pemohon Informasi
secara cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.

b. Tugas Pelaksana Administrasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan
pemngumpulan bahan informasi dan dokumntasi;

2. Menyimpan dan menyediakan bahan pelayanan
informasi publik;

3. Melakukan rekapitulasi register permohonan informasi
publik secara berkala;

c. Tugas Pelaksana Teknis:

1. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;

2. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;

3. Melakukan pemeliharaan informasi publik pada media
website dan sarana digital secara berkala.

d. Tugas Pelayanan Informasi:

1. Menerima permohonan informasi publik;

2. Memberi pelayananan informasi kepada publik;

3. Menata pelayanan informasi publik di meja pelayanan
dan sarana digital;

4. Memeriksa permohonan Informasi Publik pada sarana
digital secara berkala.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak
permohonan informasi.

Dalam hal terjadi sengketa publik, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu bersama-sama dengan Pejabat Pengelola



KELIMA

Tembusan disampaikan kepada Yth, :
Gubernur Banten (sebagai laporan);
Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai lapdtan);
Inspektur Provinsi Banten;

Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Banten

nhLON=

Lampiran :

Nomor
Tanggal

Informasi dan Dokumentasi dapat mewakili Pejabat Publik
menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan judikasi.

Keputusan ini membatalkan keputusan sebelumnya dan
keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam
penetapannya.

Ditetapkan : di Serang
pada tanggal: 9 Mei 2022

KEPALA DINAS
N PERLINDUNGAN
KELUARGA

PEMBERDAYAA

Dra. Hj. I NINA, M.Si

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
Provinsi Banten

: 800/ 624.2 -DP3AKKB/2022
9 Mei 2022



Tentang : Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pembantu di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022 :

1. Penanggungjawab PPID Pembantu : Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten

2. PPID Pembantu : Sekretaris DP3AKKB Provinsi
Banten
3. Pelaksana Administrasi : Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Pelaksana Teknis : Aditia Muchlis
5. Petugas Pelayanan : 1. Izza Mustakhlif
2. David

KEPALA DINAS
ANTF EMPUAN PERLINDUNGAN
AN KELUARGA
NSI BANTEN

j. SITTI MA’ANY NINA, M.Si

WMadya
NIP. 19 198803 2 003




